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KATA PENGANTAR 

 

 

 

Salam sejahtera, 

engan penuh rasa syukur, kami mempersembahkan 

buku ini kepada pembaca yang budiman. Buku ini 

menggambarkan hukum adat Dayak Hibun, sebuah 

tema yang sangat penting dan relevan dalam konteks 

keberagaman budaya di Indonesia. Hukum adat Dayak Hibun 

merupakan warisan kearifan lokal yang tidak hanya mengatur 

aspek hukum, tetapi juga mencurahkan nilai-nilai sosial, moral, 

dan spiritual yang menjadi pedoman hidup masyarakat Adat 

Dayak Hibun. Melalui buku ini, kami berusaha untuk 

mengangkat dan mendokumentasikan praktik-praktik hukum 

yang hidup dalam komunitas, serta bagaimana hukum adat 

berfungsi sebagai jembatan untuk menjaga keharmonisan 

antarindividu dan masyarakat. 

Dalam perjalanan penulisan ini, kami mendalami berbagai 

aspek, mulai dari prinsip keadilan restoratif yang dipegang teguh 

oleh masyarakat Dayak Hibun, hingga hubungan erat 

masyarakat adat dayak hibun dengan alam yang dipandang tidak 

hanya sebagai sumber daya, tetapi juga sebagai bagian dari 

kehidupan spiritual masyarakat adat dayak hibun. Buku ini juga 

menggarisbawahi tantangan yang dihadapi masyarakat adat di 

tengah modernisasi dan perkembangan ekonomi yang cepat, 

serta upaya kami untuk melestarikan tradisi dan identitas 

budaya di tengah perubahan zaman. 

Kami berharap, buku ini dapat menjadi sumber 

pengetahuan dan inspirasi baik bagi masyarakat luas, maupun 
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bagi para peneliti yang tertarik dengan hukum adat dan budaya 

lokal. Mari kita bersama-sama menghargai dan melestarikan 

kekayaan budaya yang ada, agar dapat diwariskan kepada 

generasi yang akan datang. 

Akhir kata, terima kasih kepada semua pihak yang telah 

mendukung proses penulisan buku ini. Selamat membaca, 

semoga apa yang terdapat dalam buku ini dapat memberikan 

pemahaman yang lebih dalam tentang hukum adat Dayak 

Hibun. 

Hormat saya, 

 

 

Tim Penulis 
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SEKAPUR SIRIH 

 

 

 

 

Adil Ka' Talino Bacuramin Ka' Saruga Basengat Ka' Jubata 

Tutuh nyak tiop akal nyak midop 

 

Salam sejahtera untuk kita semua 

uji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

yang telah memberikan kita kesempatan untuk 

berkumpul dalam semangat persatuan dan kesatuan. 

Dalam setiap lapisan kehidupan kami, hukum adat selalu 

menjadi pedoman yang mengarahkan langkah dan keputusan 

kami. Hukum adat Dayak Hibun tidak hanya berfungsi sebagai 

seperangkat aturan, melainkan juga mencerminkan kearifan 

lokal, nilai-nilai budaya, serta hubungan spiritual kami dengan 

alam dan leluhur. Tradisi gotong royong, keadilan restoratif, dan 
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penghormatan terhadap lingkungan adalah beberapa prinsip 

pokok yang telah diwariskan oleh nenek moyang kami dan selalu 

dijadikan landasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. 

Buku ini hadir untuk membagikan wawasan dan 

pemahaman tentang hukum adat yang hidup di Masyarakat Adat 

Dayak Hibun. Tulisan ini menceritakan kekayaan budaya yang 

sering kali terlupakan dalam arus modernisasi yang semakin 

cepat. Kami ingin menekankan pentingnya pengakuan dan 

penghormatan terhadap keberagaman hukum yang ada di 

Indonesia, termasuk hukum adat yang melekat dalam 

masyarakat Dayak Hibun. 

Saat kita melangkah ke masa depan, penting bagi kita 

untuk tetap mengingat akar budaya kita dan berupaya menjaga 

serta melestarikannya. Kami percaya bahwa dengan memahami 

dan menghargai hukum adat, kita dapat menciptakan kehidupan 

yang lebih harmonis, tidak hanya untuk masyarakat kami, tetapi 

juga untuk seluruh bangsa. 

Saya mengajak Anda semua untuk membaca artikel ini 

dengan hati terbuka dan pikiran yang receptif. Semoga konten 

yang disajikan dapat memberikan inspirasi dan pemahaman baru 

tentang pentingnya hukum adat dalam membangun masyarakat 

yang adil dan harmonis. 

Terima kasih atas perhatian Anda. Mari kita terus jaga 

bersama kearifan lokal ini agar tetap hidup dalam setiap 

generasi. 

 

Selamat membaca. 
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